
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING 
INDONESIA



PENATAAN REGULASI DAN

LAYANAN BIMBINGAN DAN 
KONSELING

Prof. Dr. Muh Farozin, 
M.Pd

Ketua Umum PB ABKIN

Disampaikan dalam Acara Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling, Kongres ABKIN  
dan Semintas Internasional Bimbingan dan Konseling

Yogyakarta, 23 Agustus 2022



KETUA-KETUA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING, MULAI 1975,

Terima kasih atas jasa dan perjuangan
untuk profesi bimbingan dan konseling

1. Prof. Drs. Rosjidan, MA, (IPBI), IKIP MALANG/UM --- REKTOR

2. Prof. Dr. Engkoswaa, M.Ed, (IPBI), IKIP BANDUNG/UPI

3. Prof. Dr. Conny R Semiawan, (IPBI), IKIP JAKARTA /UNJ--- REKTOR

4. Prof. Dr. Rochman Nata Widjaja (IPBI), IKIP BANDUNG/UPI

5. Prof. Dr. Mohammad Surya (IPBI), IKIP BANDUNG/UPI --- KETUA PGRI

6. Prof. Dr. Prayitno, M.Ed (IPBI), IKIP PADANG/UNP

7. Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd (ABKIN), IKIP BANDUNG/UPI --- 
REKTOR---

DUBES RI

1. Prof. Dr. Mungin Edi Wibowo, M.Pd, (ABKIN), IKIP SEMARANG/UNNES

2. Prof. Dr. Muh Farozin, M.Pd, (ABKIN), IKIP YOGYAKARTA/UNY

Catatan : Nomor 1 s.d 5 = telah wafat



Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
(ABKIN)

•ABKIN merupakan organisasi profesi bimbingan dan konseling 
di

Indonesia,

•Berdiri 17 Desember 1975 di Malang.
•Kepengurusan tingat nasional, daerah dan kabupaten /Kota;
•Memiliki 6 divisi, bagian integral ABKIN
•Berbadan hukum
•Memiliki NPWP, ada NPWP baru
•4 tahun sekali menyelenggarakan kongres
•2 tahun sekali menyelenggarakan konvensi nasional BK



DIVISI ABKIN

•Divisi ditingkat pusat dan provinsi, merupakan bagian

integral dalam ABKIN.

•Perlu dirumuskan tugas, tanggung jawab dan 
wewenang Divisi & ABKIN

•Pelantikan pengurus pusat oleh PB ABKINselambat-

lambatnya 2 bulan setelah kongres ABKIN

•Selambat-lambatnya 5 bulan setelah dilantik, maka

kepengurusan divisi daerah terbentuk dan dilantik.



DIVISI ABKIN

Sesuai dengan AD ART ABKIN dan hasil musyawarah 
yang dihadiri oleh unsur Pengurus Harian PB ABKIN 

+ Dewan Pembina, Ketua dan Sekretaris Dewan + 
Ketua dan Sekretaris Divisi IBKPT, IBKS, IIBKIN, dan 

IKI,

pada tgl. 5 September 2018 di ruang sidang FIP UNP 
mengingatkan dan menguatkan kembali bahwa Divisi 

merupakan bagian integral dari ABKIN, dan

ABKIN merupakan Organisasi Profesi Bimbingan dan

Konseling di Indonesia



Divisi IBKPT
Divisi IPSBK 

(Perlu 
pengurus)

Divisi IBKSDivisi?

Divisi IKI

Divisi IBKIO 
(Perlu 

Pengurus)

Divisi IIBKIN

Divisi ?

ABKIN

PENGEMBANGAN DIVISI DALAM ABKIN



PROGRAM KERJA ABKIN

Program kerja ABKIN perlu ditetapkan dan 
disyahkan serta tertuang dalam program kerja
jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

1. 
Panjang

➔ 25 tahun

2. Menengah ➔ 10 
tahun3. 
Pendek

➔ 1 tahun



PERTEMUAN ORGANISASI ABKIN:

Dalam AD&ART telah ditetapkan ada 7 macam 
pertemuan, tetap digunakan, namun kiranya ada 
kejelasan tentang nama pertemuan/ rapat TIM 
KERJA ( misalnya : Tim Buku BK, Tim LSP BK, Tim 
Standar Lab. BK), bukan rapat kerja nasional 
sebagaimana tertuang dalam AD&ART



KODE ETIK PROFESI
BIMBINGAN DAN KONSELING

•Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia 
(semenjak IPBI) merupakan induk rumusan kode etik 
divisi-divisi

•Kode etik yang dirumuskan oleh masing masing 
divisi hendaknya tidak bertentangan dengan 
rumusan Kode etik bimbingan dan konseling 
Indonesia (KEBKI)



ABKIN berwenang (UU 14/2005)

a. Menetapkan dan menegakkan kode etik

bimbingan dan konseling Indonesia

a. Memberikan bantuan hukum kepada guru 
BK

• Memberikan perlindungan profesi BK

a. Melakukan pembinaan dan

pengembangan profesi guru BK, dan

• Memajukan pendidikan nasional



KEGIATAN ABKIN

•Dalam upaya mencapai tujuan , melaksanakan fungsi 
sesuai kewenangan dalam organisasi profesi, ABKIN 
melakukan berbagai kegiatan dengan penuh harap 
berdampak positif terhadap tercapainya tujuan 
pendidikan nasional dan layanan BK.

•Kegiatan yang dilakukan senantiasa terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan 
Kemendikbudristek dan Kemenag, pengembangan 
organisasi dan profesi BK, dan pengabdian masyarakat.



AUDIENSI ABKIN

•Audiensi ke berbagai pihak untuk memperoleh arahan dan dukungan 
terkait dengan pengembangan organisasi dan profesi /program studi 
BK, dan juga dalam rangka advokasi profesi/program studi BK, 
serta bermitra dalam upaya pengembangan profesi BK dan 
pembangunan bangsa.

•Audiensi antara lain Plt GTK Kemendikbud, Mendikbud RI, GTK 
Kemendikbud/Kemendikbudristek, Kelembagaan Dikti, Pembelajaran 
Dikti, Puskurbuk, PPPPTK Penjas dan BK, KPAI, BANPT, GTK 
Kemenag, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, danPemerintah 
Daerah.

•Melakukan konsolidasi internal organisasi ABKIN



NASKAH AKADEMIK BK dan PP BK

•Mulai 2019 menyusun naskah akademik sebagai rujukan 
dalam penyusunan regulasi profesi BK di Indonesia. 
Pengurus ABKIN (perwakilan berbagai daerah) sebagai 
tim penyusunan naskah tsb.
•Atas dasar naskah akademik yang telah tersusun, maka 
disusun draf rancangan peraturan profesi BK oleh TIM 
Penyusun Rancangan PP tentang Profesi BK.
•Saat ini draf PP ttg Profesi BK telah tersusun.



PENDIDIKAN PROFESI BK

•ABKIN mengusulkan kepada Ditjen Dikti 
Kemendikbudristek tentang pendirian prodi PPK kepada 
Kemendikbudristek.

•ABKIN sebagai anggota Tim penyusun persyaratan dan

prosedur pembukaanprogram studi PPK.

•Keputusan Ditjen Dikti Kemendibudristek No. 
160/E/KPT/2021 tentang Persyaratan dan Prosedur 
Pembukaan Prodi PPK pada LPTK.

➔➔Ini yang kita tunggu telah terbit



PENDIDIKAN PROFESI BK

•ABKIN sebagai anggota Tim Direktorat 
Kelembagaan Dikti dalam penyusunan isntrumen 
persyaratan pembukaan program studi PPK.

•Instrumen persaratan pembukaan prodi PPK telah

selesai dibahas, dan kini proses penataan di Dikti,

➔Semoga segera disosialisasikan.



PENDIDIKAN PROFESI BK

•Terkait dengan pembukaan prodi PPK, ABKIN telah menyusun

(1) Standar Lab. BK,

• Pedoman Praktik BK,

• CP prodi PPK,

• Kurikulum inti prodi PPK,

• Diskripsi matakuliah kurikulum prodi PPK

Nomor 1 s,d 5 menjadi acuan dalam penyelenggaraan prodi PPK.



PENDIDIKAN PROFESI BK

•Terkait dengan penyelenggaraan PPG BK, 
sebagai wujud melaksanakan fungsi, ABKIN 
telah menyampaikan masukan kepada Ditjen 
GTK Kemendikbudristek tentang pedoman 
penyelenggaraan PPG BK.
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SI BK 
(6)

PPG BK (7)

PPK (7)

Praktik
Mandiri

Sekolah

PPG BK/K (7)

Muh Farozin,2021

Sarjana Pendidikan 
bidang BK

Pendidik 
Pofensional

bidang  BK

Konselor



S2 BK

M. Pd

SMT
A

Seleksi 
Tulis&Wawa 

ncara

S-1 BK

S1 non 
BK

Seleksi Tulis
&

Wawancara

Seleksi Tulis
& Wawancara

M.Pd

S-2 
BK

Seleksi Tulis 
& 

Wawancara

Dr

S3 BK

Dr… Kons

PPK
S2 BK

+Praktik
supervisi

Seleksi Tulis
&

Wawancara

S3 BK

Seleksi Tulis
& Wawancara

S 3 BK

Kons

Matrikulasi

Dr. ...M. Kons

Usulan PENDIDIKAN 
PROFESIONAL BK

M. Kons

Dr

PPG
BK

Gr BK

PPG
BK/
K

Gr 
Kons



PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
BK

•Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan BK di Madrasah, 
ABKIN mengusulkan kepada Kemenag perlu adanya 
pedoman penyelenggaraan BK di Madrasah,

•Usulan diterima dan dilakukan pertemuan/workshop 
untuk memperoleh wawasan ttg pedoman BK Madrasah

•ABKIN sebagai anggota Tim penyusunan pedoman

penyelenggaraan BK di Madrasah.



PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
BK

•Kemendikbudristek, telah memiliki Permendikbud 
111/2014 tentang BK, dan lampirannya berupa 
Pedoman BK PDPM, dan POP BK SD,SMP,SMA, dan 
SMK.

•Untuk mendukung POP BK, ABKIN membentuk TIM 
Penyusun Bahan Layanan Dasar BK.

•Tim penulis 100% adalah Ibu Bapak Guru BK (SMP-SMA- 
SMK) dari berbagai daerah dan direvieu oleh Guru BK 
Senior akademik bersama dosen BK.



PUSKURBUK DAN PERBUKUAN

•Dalam kaitannya dengan penyelenggaan BK pada 
satuan Pendidikan, ABKIN diberi tugas oleh Puskurbuk 
dan Perbukuan telah selesai menyusun

– Naskah akademik BK dalam Sistem Pendidikan

Nasional

– Kerangka Program BK pada Satuan Pendidikan.



PUSKURBUK DAN PERBUKUAN

•Dalam rangka perumusan Capaian Layanan 
Bimbingan dan Konseling (CL BK), ABKIN
sebagai narasumber menyampaikan pemikiran
dalam penyusunan CL BK.

•Pemikiran mendasarkan pada SKKPD, bidang 
layanan BK dan Pendidikan karakter yang 
dicanangkan oleh Kemendikbud.



CAPAIAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

36 butir nilai 
Pancasila

Pengembangan 
Topik & Bahan 
Materi Layanan 

BK

Tugas tugas perkembangan

Pemetaan untuk 
menyusun Topik 
dan  Bahan Materi 
Layanan BK ➔ 
Capaian layanan BK 
: Kemandirian 
Peserta Didik dalam 
Pengembangan 
Pribadi, Sosial, 
Belajar dan Karier.

(2017,2018,2019)

5 karakter/
18 Nilai 
PPK

Bidang layanan BK : 
pribadi, sosial, belajar, 

karier

Masalah  (AUM)
.

KEMANDIRIAN 
PESERTA DIDIK 

DALAM 
KEHIDUPANNYA

6 karakter 
peserta didik  
Pancasila

Kebijakan 
Kemendikbud/ 

Pemerintah

Bidang layanan BK : 
pribadi, sosial, 
belajar, karierBimbingan

dan Konseling

SKKPD
11 aspek 

perkembangan 
(Rumusan yang 

sudah ada 2007)

Sholih/Sholihan
.



STANDAR LAB. BK & PEDOMAN BK DI PT

•Dalam upaya standarisasi, ABKIN memohon arahan 
kepada Ditjen Dikti tentang Standar Laboratorium BK 
dan Pedoman Penyelenggaraan BK di PT.
•Atas dasar arahan Direktorat Pembelajaran Ditjen Dikti, 
maka ABKIN menyusun :
• Standar Laboratorium BK (telah final menurut TIM 

ABKIN, dan perlu Langkah lanjut)

• Pedoman Penyelenggaraan BK di PT (belum final dan
perlu Langkah lanjut)



Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BK

•Dalam menghadapi perkembangan, sangat diperlukan

sebuah Lembaga yang menaungi profesi BK.

•Dalam rapat Dewan Akreditasi,Sertifikasi dan lisensi 
disepakati tentang pendirian LSP BK.

•➔ABKIN membentuk TIM LSP, dan

•Tim telah menyusun Standar Komptensi Keterampilan

Khusus (SKKK)



Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BK

•Naskah SKKK sudah tersusun, telah dikirim 
ke Kementerian untuk memperoleh arahan, 
pendampingan dan pelatihan.

•Pendirian LSP BK masih banyak hal yang 
harus

dipenuhi/dilengkapi.



Pelatihan Tes

BAGI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
Pada tahun 1994, terjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
antara IPBI , Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah Depdikbud dan IKIP Malang, tertuang 
dalam surat PKS No. 128/PKS/PB-IPBI/VII-1994, No.
314/C/Kep/N/94, No. 4610/PT.28.H/P/1994 tentang 
Penyelenggaraan Program Pelatihan Tes bagi Para Guru
Pembimbing.



Pelatihan Tes

BAGI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

Memperhatikan adanya Edaran Direktur Jenderal 
PAUD, Dikdas dan Dikmen No. 0023/C/HK.01.02/2022, 
maka sebagai wujud perlindungan bagi lulusan 
program Pelatihan Tes di Malang,ABKIN telah berkirim 
surat kepada Ditjen PAUD,Dikas dan Dikmen 
Kemendikbudristek.



PENJELASAN LAYANAN PROFESIONAL 
BK

•Terkait dengan penyelenggaraan layanan BK di salah 
satu sekolah di Yogyakarta, ABKIN menyampaikan 
penjelasan tentang profesi BK sebagai wujud 
perlindungan bagi guru BK dan profesi BK di 
sekolah.
•Rumusan penjelasan tersebut disusun oleh TIM PB
ABKIN.

•Naskah penjelasan tersebut telah dikirim kepada 
Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan media 
cetak dan elektronik, dan diunggah di web siteabkin



Pedoman Bimbingan dan Konseling

pada Satuan Pendidikan
•Mendikbud RI, 2 Mei 1975, Syarif Thayeb, Pedoman BP di sekolah

(Buku IIIC) dalam Kurikulum Pendidikan Nasional 1975.

•Mendikbud RI, 8 Oktober 2014, Muhammad Nuh, Permendikbud 
No. 111/2014 ttg BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah, dan lampirannya berupa Pedoman BK

•Dirjen GTK Kemendikbud, Juni 2016, POP BK SD,SMP. SMA, SMK.

•Kepala Balitbang dan Perbukuan, no. 028/H/KU/2021), Capaian

Layanan BK. ABKIN memberikan pemikiran dalam perumusan CL BK.



Sifat & Komponen layanan

BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

•Sifat layanan : Preventif, developmental dan preservative 
(cenderung bimbingan) , corrective, curative, preservative 
(cenderung konseling)

•Komponen layanan : Layanan dasar (cenderung bimbingan), 
layanan responsive (cenderung konseling), layanan peminatan 
& perencanaan individual,dan dukungan system.

➔ BIMBINGAN DAN KONSELING



HARAPAN, SEMOGA

1. Prodi BK di lingkungan Kemendikbudristek dan 
Kemenag secara bersama-samamengembangkan 
profesi BK

2. Pemerintah, memberikan porsi yang memadai

bagi profesi BK pada satuan pendidikan

1. Pemerintah, memberikan kesempatan lebih luas 
kepada ABKIN sebagai mitra kerja professional 
dalam lingkup Pendidikan nasional.



HARAPAN, SEMOGA

4. Profesi lain, mengakui bahwa BK sebagai 
profesi,

dan layanan BK adalah layanan professional.

4. Pengurus ABKIN dan Pendidik di bidang BK, 
senantiasa meningkatkan mutu kerja untuk 
profesi BK.

5. Perguruan Tinggi penyelenggara prodi BK
senantiasa menyesuaikan kebutuhan lapangan

Semoga Allah SWT meridhoi/ membimbing kita.
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Terimakasih
Wassalamu’alaikum wr.wb


